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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Neg#lé@ hukum sebagaimana dalam ketentuan

Pasal 1 ayat (3) Undang-U publik Indonesia Tahun 1945.

Negara ini memili bidang yang mpak signifikan bagi

kehidupan ma alah satu bidang yang memilikipengaruh besar adalah

bidang perdaga lam lingkup .domestic maupun internasional,
Negara Indonesia mela giatan perdagangan yang harus sesuai dengan
peraturan yang berlaku, alam negeri maupun -negara
lain.

Perdagangan intern i bagi i ivitas ekonomi
atau bisnis yang mengal j hir. Perhatian
dari kalangan bisnis glob
meningkat, yang tercer an dalam arus
pergerakan barang, jasa, m
internasional terjadi melalui ker tingkat internasional.
Dalam kegiatan perdagangan internasional, terdapat pengawasan terhadap arus
lalu-lintas barang yang masuk atau keluar wilayah pabean, serta pemungutan

Bea Masuk. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Tentang Kepabeanan, Kepabeanan mencakup semua hal yang terkait dengan

! Muhammad Sood, “Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua”, Rajawali Pers, Depok,
2018, him. 1.



pengawasan terhadap arus lalu-lintas barang yang masuk atau keluar wilayah
pabean, serta pemungutan bea masuk. Kemudian, Pasal 1 angka 2 menyatakan,
“Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat,

perairan dan ruang udara di atasny@, serta tempat-tempat tertentu di Zona

Ekonomi Eksklusif dan landa g di dalamnya berlaku Undang-

Undang in1”. Namun r ini tidak terlepas dengan

terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tentang kepabeanan berupa tindak

Salah satu pok tur dalam Hukum Ekonomi adalah berkenaan
dengandimasukkannya i impor) dan
dikeluarkannya barang m ke luar negara | Xpor), serta
tercakup didalamnya pe an barang dari satu te
dalam negara Indonesi i, dan penyimpana egiatan yang
mencakup baik yang be tar negara maupun VY|
negara saja, dengan kata
Akan tetapi, ada orang-or
menghiraukan peraturan. te pengangkutan dan
penyimpanan barang tersebut, malah gan sengaja melanggarnya.
Dengan melanggar peraturan yang ada, yaitu dengan melakukan perbuatan-
perbuatan tersebut tanpa disertai dokumen yang sah sesuai peraturan, maka

yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena tidak

2 llham Pakaya, “Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan”, Lex Crimen, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,
Manado, 2018, him. 1.



perlu membayar biaya tertentu kepada negara. Perbuatan-perbuatan seperti ini
umumnya dikenal sebagai perbuatan penyelundupan.®
Bidang perdagangan seringkali terjadi beberapa tindak pidana seperti

halnya tindak pidana penyelundupan. Terhadap tindak pidana penyelundupan

diatur dalam Pasal 102A Undang Nofor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Pasal 102A
Setiap orang yang;
ritahuan pabean;
memberitahukan jenis danfatau jumlah barang ekspor
ritahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud
ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
idang ekspor;

r di luar kawasan pabean tanpa izin kepala
ana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

por di dalam daerah pabe jzin kepala

d.-membongkar b

kantor pabean;
e. mengangkut ba

sah sesuai de

dalam Pasal 9A
dipidana karena
pidana penjara pa
lama 10 (sepulu
50.000.000,00 (li
5.000.000.000,00

por tanpa dilindungi
beritahuan pabean s

umen yang
na dimaksud

n penyelundupan di
kat 1 (satu) tahun da

dan pidana dend
h juta rupiah) da
iar rupiah).

kspor dengan
penjara paling
sedikit Rp.
banyak Rp.

Dalam hal penang g berkaitan denga nan termasuk

terhadap jenis tindak pidan ran dari instansi
khusus, kewenangan itu dimi eral Bea dan Cukai
(selanjutnya disingkat DJBC) yang berada di bawah Kementrian Keuangan.
Sebagai salah satu instansi yang berada di ranah Kementrian Keuangan
Republik Indonesia, DJBC memiliki fungsi yang secara konsepsional dapat

dikelompokkan menjadi dua terkait pengelolaan keuangan negara, yakni fungsi

8 Loc.Cit.



prosperity dan fungsi security. Fungsi prosperity merupakan fungsi yang
diemban DJBC dalam kaitannya dengan segala tugas dan tanggung jawab yang

dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemakmuran negara. Fungsi

security yaitu menjalankan segala tg§as dan tanggung jawab yang berkaitan

dengan pengawasan dan edua fungsi tersebut secara

khusus tercermin d apa poin yang sebagai Fungsi Utama

DJBC yang te itetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor
105/BC/20 isi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan
kantor-

Pelayanan kepabea onesia dapat dikenali

kantor pelayanan dari in a dan Cukai yang be layani barang

impor dan ekspor melal rat, laut, dan udara. layah tersebut

memiliki petugas Bea da ang melakukan penga
pelayanan selama 24 ja i kantor-kantor pela

pelabuhan, perbatasan an dan di bandar uday uh Indonesia.®

Selain peran dan upaya DJ nan kepabeanan,
DJBC pun mempunyai kewe indakan. Penindakan
merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan terhadap individu atau benda
yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut

mencakup pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan/penahanan,

4 Melisa Anggia Sitanggang, dkk, “Peran Dan Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam
Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus: Kantor Pengawasan
Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan)”, Patik: Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 1, Fakultas
Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, him. 33.

® Ryan Firdiansyah Suryawan, “Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina”, Mitra Wacana
Media, Jakarta, 2013, him. 49.



penggeledahan, dan penyitaan. Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewewenang
untuk melakukan tindakan penindakan di bidang kepabeanan sebagai langkah
untuk menemukan dan mengungkap dugaan pelanggaran terhadap undang-

undang yang berlaku.®

Seiring dengan berkemb nomian di kota Semarang sebagai

pusat perdagangan di h, Direktorat Jenderal Bea

Kantor Pengawasan dan n Bea dan Cukai Tipe

Emas, mempunyai komi tuk memberikan pela

pengawasan yang efektif pengguna jasa kepabe cukai dengan

melaksanakan cara ker cepat, efisiensi, tra dan responsif

terhadap kebutuhan peng nis terkait.’
Kantor Pengawasan Madya Pabean
Tanjung Emas, pada tanggal
penyelundupan barang pada kegiatan € re yang dilakukan oleh CV.
Blue Ocean Success dengan PEB Nomor 017617 tanggal 08 Februari 2023
dengan jumlah container 1 nomor TLXU3006095 di lokasi timbun lapangan

Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS). Kronologi kasus tersebut terjadi pada

® Arifin dan Agung Tri Safari, “Pengantar Pengawasan Kepabeanan”, Penerbit Ghalia Indonesia,
Bogor, 2017, him. 94.

"KPPBC TMP Tanjung Emas, “Profil Kantor”, https://bctemas.beacukai.go.id/tentang-kami/profil-
kantor/, diakses pada tanggal 08 April 2023.


https://bctemas.beacukai.go.id/tentang-kami/profil-kantor/
https://bctemas.beacukai.go.id/tentang-kami/profil-kantor/

pengiriman peti kemas milik CV. Blue Ocean Success yang akan dikirim atau
ekspor ke Negara Kuwait. Barang berupa peti kemas tersebut didalamnya berisi
200 PK Wooden Table, Coffee Table, Desk Table, Stand, Dekoration, Console.

Setelah tiba di pelabuhan ternyata tigak dapat dikirim karena adanya dugaan

penyelundupan barang saat dil ek fisik dengan alat scanner oleh

petugas. Setelah dilakuk t cairan berupa bahan-bahan

finishing (chemial) dimasukkan kedalam emas oleh buyer tanpa

sepengetahu oleh “seller. Buyer.-secara sembunyi-sembunyi

memasukkan cairan sama dengan furniture didalamnya.®

Dengan.demikian us tersebut jelas melang tuan Pasal

102A Undang-Undang 7 Tahun 2006 tenta an. Pasal

tersebut menyatakan b langgaran terjadi ket orang dengan

sengaja memberikan info ng salah tentang jenis jumlah barang

ekspor dalam pemberita ean, sesual dengan Y. r dalam Pasal

11A ayat (1). Pelangg terpenuhinya
pungutan negara di bida kasus di atas,
maka telah terjadi kelalaia ya menyebabkan
terjadi penyelundupan barang caira uyer didalam peti kemas
yang mana cairan tersebut tidak terdaftar dalam jumlah dan jenis barang yang

akan di ekspor.

8 Fobby Tri Sunarso, “Wawancara Pribadi”, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Semarang, 05
April 2023.



Pada kasus tersebut, berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Kepabeanan dapat dipidana karena melakukan penyelundupan di
bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) gahun dan pidana denda paling sedikit

Rp50.000.000,00 (lima rupiah) dan paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (li i dalam praktiknya, saat

dilakukan proses penyidikan-oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cu abean Tanjung Emas, kasus tersebut tidak sampai

keranah hukum pidan alui ranah penyelesaian non penal. Seller hanya

mendapatkan sanksi den istratif dan pengembali ang akan

di ekspor sesuai dengan j n jenis barang dalam

Proses penyidikan yelidikan dilakukan yidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS). merupakan penyidik, ing penyidik

Kepolisian Republik Ind olri) yang memiliki ke serta berperan

penting dalam melakuka ikan tindak pidana te lam penelitian

ini adalah petugas PPNS Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean Tanjung indak pidana dapat
dilakukan melalui jalur penal dan non enal lebih menitikberatkan

pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan

® Mei Mei, “Wawancara Pribadi”, Manager Total Logistic, Jepara, 06 April 2023.

10 BPK RI, “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”,
https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Kedudukan-Penyidik-Pegawai-Negeri-
Sipil-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.



terjadi. Jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif
(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.!
Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik menyusun skripsi dengan

judul, “Penyelesaian Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Penyalahgunaan

Pengiriman Barang Terlarang Di engawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Semarang)”.

. Rumusan Masalah

tar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah

jalur penal dan | di Kantor Pengawa: anan Bea

dan Cukai Sem

2. Bagaimana pr yidikan 'yang dilaku idik Pegawai

Negeri Sipil (P tor Bea dan Cukai Se erhadap tindak

pidana kepabe antor Pengawasan d anan Bea dan
Cukai Semarang
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dalam pene
1. Untuk praktik penyelesaian tindak pidana kepabeanan melalui jalur
penal dan non penal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai Semarang.

1 Titiek Guntari, “Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan
Hidup”, Jurnal Advokatura Indonesia, Volume 1 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM,
Jakarta, 2022, him. 60.



2. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Bea dan Cukai Semarang
terhadap tindak pidana kepabeanan di Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dal ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu
diuraikan sebagai berikufs

1. Secara Teoritl
ian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah
informasi tahuan terkait penyelesaian tindak pidana

Kepabeanan di Pengawasan dan Pelaya an Cukai

Semarang.
2. Secara Praktis

Hasil pene

dapat dijadikan refere

selanjutnya dan dikan sebagai sumba

penyelesaian per
a. Bagi Pen i i dan menguasai
rkait tindak pidana
kepabeanan, khusu nyelesaian tindak pidana
kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai.
b. Bagi Pemerintah (KPPBC), diharapkan mampu menegakkan

dan menyelesaikan segala persoalan yang menyimpang dari



Undang-Undang Kepabeanan khususnya dalam penyelesaian
tindak pidana kepabeanan di Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

c. Bagi masyarakat, A diharapkan dapat menjadi bahan

pengetahuan t esaian tindak pidana kepabeanan di

Bea dan Cukai.

enelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu Bab
| tentang pendahulua ntang tinjauan pustaka; Bab I11 tentang metode
penelitian; Bab IV ten bahasan dan hasil penecl
Penutup. Adapun gambar ebih jelas mengenai s raikan pada
alinea dibawah ini.

Bab | tentang Pen yang terdiri dari lat
judul, rumusan permas ujuan penelitian, ke enelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab Il tentang Tinja uraikan tentang
kajian teoritis yang berguna bahasan terhadap
pokok permasalahan yang berkaitan an, yaitu: tinjauan tentang
tindak pidana (meliputi pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana,
unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, dan
subyek tindak pidana); tindak pidana kepabeanan; penegakan hukum tindak

pidana kepabeanan (meliputi penegakan hukum, penegakan hukum tindak

10



pidana kepabeanan, dan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Bea dan Cukai); tinjauan
tentang kebijakan hukum pidana; dan tindak pidana penyelundupan.

Bab Ill adalah Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan,

spesifikasi penelitian, metode penenfuan sampel, metode pengumpulan data,

metode pengolahan dan penyaji a metode analisis data.

Bab IV tentan il penelitian yaitu praktik

Kantor Pen elayanan Bea dan Cukali Semarang dan proses
penyidikan yang dila idik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Bea
dan Cukai Semarang ter ak pidana kepabeanan di
dan Pelayanan Bea dan arang.

Bab V adalah Pen

ng terdiri atas uraian lan dan saran

terkait permasalahan yan
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